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P E N E T A P A N 

Nomor : 201/Pdt.G/2022/PA.Lbh 
 

 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 
Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan  

putusan dalam perkara cerai gugat, antara : 

Penggugat, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Sanana 12 Juni 1977, umur 

45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan XXXX, No 

Hp XXXX, tempat tinggal di XXXX,  Kabupaten  Kepulauan  

Sula, sebagai Penggugat; 

melawan 

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sanana 06 Oktober 1979, Umur 43 tahun, 

agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan XXXX, Nomor Hp 

XXXX, Tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Kepulauan Sula, 

sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti 

surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli  

2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah 

register perkara Nomor 201/Pdt.G/2022/PA.Lbh, pada tanggal 14 Juli 2022, telah 

mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2016, Penggugat dengan Tergugat 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan  

Sula, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, 

tertanggal 24 Agustus 2016:, 

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda sedangkan  

Tergugat berstatus Duda; 
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3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai 

suami-istri dan tinggal di rumah Rumah Penggugat di desa Wai ipa Sampai  

Pisah; 

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan  

hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul); 

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 

satu orang anak bernama 

a. Anak 

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan  

rukun dan harmonis, tetapi sejak Tahun 2016 setelah menikah Penggugat 

dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang 

mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya 

menjadi tidak harmonis lagi; 

7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya di sebabkan  

sebagai berikut: 

a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat setelah menikah 

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat 

terjadi pada tahun 2014 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah  

tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban  

sebagaimana layaknya suami-istri; 

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat 

sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama 

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan 

datang; 

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan  

Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat 

dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: 

PRIMAIR: 

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ; 

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

SUBSIDAIR: 

Mohon putusan yang seadil – adilnya 
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan  

sedangkan Termohon tidak hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim telah  

Menasihati Pemohon untuk rujuk kembali dan berhasil; 

Bahwa pada persidangan, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya 

secara lisan karena Pemohon ingin rukun kembali dengan Termohon; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetepan ini, cukuplah Pengadilan  

menunjuk kepada berita acara sidang ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat 

dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; 

 

PERTIMBANGAN HUKUM 

 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana yang telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena 

Pemohon ingin rukun kembali dan mencabut perkaranya; 

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang 

telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor: 

201/Pdt.G/2022/PA.Lbh. maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok 

perkaranya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk 

dikabulkan; 

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun perkara 

ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, 

maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada  

Pemohon; 

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  

dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; 

 

 
MENETAPKAN 

 

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara Nomor 

201/Pdt.G/2022/PA.Lbh dari Pemohon; 
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2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mencatat 

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga 

penetapan ini diucapkan sejumlah sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus 

sembilan puluh lima ribu rupiah); 

 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang 

dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 Masehi, bertepatan  

dengan tanggal 25 Dzul hijjah 1443 Hijriyah, oleh Fuad Hasan, S.Sy, sebagai 

Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Naser M H.I Djumadil,  S.H 

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya 

Tergugat; 

 

Panitera Pengganti, 

ttd 

Naser M. Hi. Djumadil, S.H 

Hakim Tunggal, 

ttd 

Fuad Hasan, S.Sy 
 
 

 
 
 

Perincian Biaya Perkara : 

1. Biaya Pendaftaran  : Rp. 30.000,- 

2. Biaya proses : Rp. 100.000,- 

3. Biaya Panggilan  : Rp. 225.000,- 

4. Biaya PNBP panggilan Pertama : Rp.  20.000,- 

5. Biya Redaksi : Rp. 10.000,- 

6. Meterai : Rp.  10.000,- 
 

 

 

Jumlah  : Rp. 395.000,- 

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) 
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